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Abstract

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 
presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the 
form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and 
negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals 
as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features 
not easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of 
black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the 
campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological 
factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors 
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the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.
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Abstrak

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. 
Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu 
medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, 
kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring 
sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki 
fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba 
melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian 
ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada 
perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran 
penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor 
psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 
faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye 
hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci : ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres
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Pendahuluan

Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu 
serentak yaitu Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan 
juga dilaksanakannya Pemilihan Legislatif 
(Pileg) yang terdiri dari Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daeran Provinsi (DPR Prov), 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota 
(DPRD Kab/Kota). Keserentakan 2 (dua) jenis 
pemilu ini berdampak terhadap terbentuknya 
dukungan partai politik yang sudah terjadi sejak 
awal mengusung calon Presiden Pilpres 2019. 

Pilpres 2019 adalah pengulangan pilpres 
2014, di mana calon presiden yang berkontestasi 
adalah calon yang sama yaitu Joko Widodo 
dan Prabowo Subianto. Pada pilpres 2019 ini 
pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma’aruf 
Amin diusung oleh mayoritas parpol yang duduk 
di DPR, yaitu sebanyak 6 (enam) parpol terdiri 
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP), Golongan Karya (Golkar), Nasional 
Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), ditambah 
3 (tiga) parpol baru yaitu Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia 
(Perindo), dan Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan calon 
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin 
Uno didukung 4 (empat) parpol yang duduk 
di DPR yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra), Partai Keadilan dan Sejahtera 
(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 
Demokrat, ditambah 2 (dua) parpol baru yaitu 
Partai Berkarya, dan Partai Garuda. 

Meskipun kontestasi  Pi lpres 2019 
merupakan pengulangan kontestasi Pilpres 
2014, friksi politik pada pilpres 2019 ini lebih 
tajam dan keras dibandingkan dengan pilpres 
2014. Friksi ini diyakini merupakan efek dari 
polarisasi yang tercipta sejak pilpres 2014 dan 
berlanjut pada pilkada DKI 2017. Polarisasi 
yang terjadi dapat terlihat dari maraknya 
penggunaan kampanye hitam yang menyerang 
masing-masing kandidat. Kampanye tidak lagi 
berada dalam koridor normatif yang seharusnya, 
melainkan berkembang menjadi kampanye 

yang menggunakan ujaran kebencian dan berita 
bohong atau hoax. 

Polarisasi dimulai dari pilkada DKI Jakarta 
tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies 
Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno—yang 
merepresentasikan capres Prabowo Subianto—
mengalahkan pasangan Basuki Tjahaya Purnama 
(Ahok) dan Djarot Saiful yang  merupakan 
representasi dari kubu Joko Widodo. Pada 
kontestasi pilkada DKI tersebut isu agama 
menjadi faktor dominan dan penentu. Pernyataan 
ahok pada saat berada di kepulauan seribu yang 
dianggap menghina umat muslim memberikan 
andil yang besar.

Pola kampanye hitam menjadi jamak 
ditemui terutama masa sebelum pemilu serentak 
17 April 2019 lalu. Kampanye hitam dibuat 
dan direproduksi sebagai bagian dari strategi 
kampanye yang mengidentifikasi lawan sebagai 
aktor yang jahat. Kampanye hitam yang 
bermuatan ujaran kebencian dan berita bohong 
menjadi bagian sentral dalam framing yang 
dikondisikan. 

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk 
melihat salah satu dimensi penting kampanye 
hitam, yakni ujaran kebencian dan hoax. Fokus 
tulisan ini terutama pada pola ujaran kebencian 
dan hoax ini serta sejauhmana kedua elemen ini 
mempengaruhi perilaku memilih masyarakat 
Indonesia pada pilpres 2019.

Perilaku memilih bisa dedefinisikan dengan 
tindakan seseorang untuk memilih salah satu dari 
beberapa kontestan yang berlaga dalam sebuah 
pemilihan umum. Untuk menjelaskan mengapa 
seseorang memilih kandidat A dan bukan B atau 
C, literatur perilaku politik terbagi ke dalam tiga 
pendekatan besar yaitu pendekatan sosiologis, 
psikologis dan pilihan rasional. 1 

Pendekatan sosiologis secara umum 
menjelaskan bahwa alasan memilih karena faktor 
karakteristik sosial dan kelompok sosial yang 
dipandang memiliki pengaruh yang kuat untuk 
menentukan pilihan seseorang. Karakteristik 
modal sosial seperti pekerjaan, pendidikan, dan 
lain-lain atau latar belakang sosiologis seperti 
agama, wilayah, jenis kelamin, dan lainnya 

1  Fisher, Justine, E., Franklin,  Mark N., Gibson, R., Cantijoch, 
M., & Wlezen, C., Voting Behavior and Public Opinion (the 
Routledge Handbook of Elections, 2018).
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merupakan faktor penting dalam menentukan 
pilihan politik. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan 
psikologis. Dalam pendekatan psikologis, 
pemilih memiliki perilaku yang tetap dalam 
memilih dan mendukung partai politik yang 
sama setiap kali pemilihan umum. Kandidat pun 
dipilih berdasarkan partai yang diidentifikasi 
oleh pemilih tersebut. Pendekatan psikologis 
memberikan penjelasan yang berbeda tentang 
perilaku memilih, di mana pendekatan ini 
menekankan karakteristik sosial pemilih. 

Pendekatan psikologi atau disebut juga 
dengan Model Michigan ini berfokus pada sikap 
individu pemilih serta identifikasi mereka dengan 
salah satu partai politik politik. Para peneliti 
mahzab Michigan berpendapat bahwa biasanya 
pemilih cenderung mengidentifikasi parpol 
secara psikologis seperti halnya dengan agama, 
ras, dan etnis. Kemudian identifikasi parpol harus 
dilihat sebagai faktor jangka panjang dari sistem 
politik. 

Dalam model ini identifikasi terhadap 
partai politik dilakukan sangat kuat karena tidak 
hanya berdampak pada pilihan suara, tapi juga 
berpengaruh pada sikap evaluasi kandidat partai, 
masalah saat ini dan kondisi partai politik terkait 
pemungutan suara2. 

Jadi Model Michigan menghasilkan tiga 
poin besar: (1) individu mengidentifikasi partai 
politik seperti mengidentifikasi agama, kelas, 
ras dan etnis; (2) identifikasi partai politik harus 
dilihat sebagai komponen sistem politik yang 
sifatnya jangka panjang; (3) identifikasi partai 
biasa dibentuk sebelum individu dewasa, biasa 
dipengaruhi oleh orangtua3.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan 
rasional. Dalam pendekatan ini, pemilih memilih 
kandidat berdasarkan pertimbangan rasional. 
Salah satu pertimbangan rasional yang dilakukan 
adalah apa yang disebut dengan economic voting, 
yakni pemilih memilih kandidat berdasarkan 
evaluasinya terhadap kinerja ekonomi kandidat 
sebelumnya (retrospective voting) dan ekspektasi 

2  Fisher, Justine, E., Franklin,  Mark N., Gibson, R., Cantijoch, 
M., & Wlezen, C., Voting Behavior and..,

3 Fisher, Justine, E., Franklin,  Mark N., Gibson, R., Cantijoch, 
M., & Wlezen, C., Voting Behavior and..,

akan kondisi ekonomi (baik pribadi maupun 
ekonomi nasional) pada masa yang akan datang.4 

Namun di luar tiga paradigma besar ini, 
beberapa peneliti dan pakar juga memfokuskan 
pada peranan kampanye sebagai pembentuk 
perilaku pemilih.  Kampanye pemilihan sebagian 
besar dilakukan untuk menarik perhatian pemilih 
pada masalah-masalah spesifik. Tantangan 
abadi bagi partai politik adalah bagaimana 
untuk meyakinkan pemilihnya5. Penggunaan 
medium untuk berkampanye saat ini tidak 
hanya menggunakan media analog namun sudah 
mengandalkan media digital seperti media sosial 
dan media online. Strategi kampanye menjadi 
kunci yang digunakan para pihak untuk menarik 
perhatian pada isu-isu tertentu dalam kampanye 
termasuk kampanye negatif. Berbeda dengan 
seruan “positif”, di mana seorang kandidat atau 
partai menjalankan tugasnya sendiri, kampanye 
negatif berkonsentrasi pada kelemahan yang 
dirasakan lawan atau kebijakan mereka6.

Kampanye adalah bagian dari proses 
komunikasi polit ik. Pada masa pemilu, 
kampanye merupakan saat dimana kontestan 
yang berkontestasi idealnya memaparkan 
visi dan misi mereka dan meyakinkan para 
pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. 
Proses kampanye memberikan efek terhadap 
hasil pemilu yang sebagian besar terfokus pada 
perilaku pemilih7. Artinya, agar kampanye 
mempengaruhi hasil pemilu, mereka harus 
membuat warga negara untuk mengubah pilihan 
suara berdasarkan informasi yang disajikan 
selama kampanye. Efek kampanye dapat terlihat 
ketika peristiwa yang terjadi selama kampanye 
menyebabkan preferensi pemilih berubah. 

4  Lewis-Beck, Michael S, Paldam, Martin, “Economic voting: 
an introduction”. Electoral Studies. 19 (2000): 113–121; 
Lewis-Beck, Michael. S., and Mary Stegmaier. “Economic 
Determinants of Electoral Outcomes.” Annual Review of 
Political Science 3 (2000): 183–219

5 Hillygus, D. S., & Shields, T. G. “The Persuadable Voter: 
Wedge Issues in Presidential Campaigns” dalam D. Sunshine 
Hillygus and Todd G. Shields. Political Psychology, Vol. 30 
(2009): 973–976.

6 Lau, R. R., & Rovner, I. B. “News Coverage of Negative 
Political Campaigns” Journal of Social Philosophy, 24, 1 
(1993): 103–113.

7  Damore, D. F.“Using campaign advertisements to assess 
campaign processes”, 7857 (October 2016): 20–38.
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Selanjutnya Damore mengatakan bahwa untuk 
sebagian besar, hipotesis kegiatan ini mirip 
dengan teori psikologi sosial tentang priming. 
Teori ini berpendapat bahwa pemilih tidak 
mencari informasi lengkap tentang kandidat atau 
mereka tidak mempertimbangkan semua dimensi 
masalah potensial ketika mengevaluasi kandidat. 
Sebaliknya, pemilih cenderung lebih bergantung 
pada isu-isu yang ditonjolkan selama kampanye. 
Dengan demikian dari perspektif ini kampanye 
tidak diharapkan untuk mengubah sikap semata, 
melainkan untuk menyusun informasi di mana 
para pemilih berada. Pemilih atau masyarakat 
akan membedakan nada kampanye dari kualitas 
informasi yang didapatkan dan akan merespons 
secara berbeda terhadap iklan politik baik 
positif dan negatif8. Hasil ini memiliki implikasi 
bagaimana masyarakat memandang kampanye 
sebagai proses politik9.

Sederhananya tujuan dari kampanye adalah 
menampilkan hal yang baik bagi pemilih dan 
pada saat yang sama mengurangi daya tarik 
pesaingnya. Dua jenis perilaku itu yang disebut 
kampanye positif dan negatif10. Kampanye 
negatif dapat pula dikatakan untuk menyerang 
atau mengkritik lawan politik secara eksplisit, 
dimana serangan itu juga dapat diarahkan 
pada program-program politik dan prestasi, 
kualifikasi profesional, partai, pendapat dan 
pengalaman, dan lainnya11. Bentuk ekstrem 
dari kampanye negatif adalah kampanye hitam. 
Dalam kampanye hitam, seorang calon tidak 
hanya berupaya menampilkan sisi buruk atau 
negative dari lawan namun juga membuat fitnah 
dan berita bohong tentang lawan sehingga 
membuat pemilih semakin antipati dengan lawan 
tersebut. Serangan kampanye hitam pada pilpres 
2019 secara umum terdiri dari ujaran kebencian 
dan berita bohong yang menyerang pasangan 

8  Leonard, C., & Virginia, B. “Negative Campaign Advertising: 
Demolizer or Mobilizer?” American Political Science Review, 
93 (December 1999): 891–899.

9 Sides, J., Lipsitz, K., & Grossmann, M.  “Do voters perceive 
negative campaigns as informative campaigns?” American 
Politics Research, 38, 3 (2010): 502–530.

10  Dolezal, M., & Mu, W. C. “Who will attack the competitors ? 
How political parties resolve strategic and collective action 
dilemmas in negative campaigning”, (November 2015)

11  Hansen,  Kasper M., & Pederson, R. T. “Negative campaigning 
in a multiparty system”. Representation, 44, 1 (2008): 27–39.

calon baik secara personal maupun sebagai 
paslon. Kampanye negatif maupun hitam relatif 
efektif untuk penantang, sementara kampanye 
positif lebih efektif untuk petahana 12. Kampanye 
negatif mungkin tidak hanya memiliki efek 
perilaku jangka pendek tetapi juga efek pada 
sikap yang mendasari seperti kepercayaan pada 
politisi atau kandidat dan peningkatan partisipasi 
politik13

 Salah satu faktor pengkondisian yang 
potensial adalah jenis kampanye yang digunakan. 
Kampanye negatif umumnya dianggap melibatkan 
iklan negatif, menyerang karakter, moral, atau 
kebijakan lawan. Pendekatan yang diambil 
dalam kampanye menjadi faktor yang  penting14. 
Pada perhelatan pilpres 2019 ini dapat dilihat 
iklan-iklan yang bermuatan kampanye negatif. 
Konten kampanye negatif dibuat menjadi strategi 
penonjolan isu-isu tertentu dalam kampanye baik 
positif atau negatif yang dapat mempengaruhi 
pemilih (salience) yang membingkai bagaimana 
pihak lawan menjadi buruk, dan pada akhirnya 
pemilih mempunyai pandangan yang buruk pula 
terhadap kandidat lawan tersebut15. 

Pilpres 2019 ini terlihat berbeda dengan 
pilpres-pilpres sebelumnya yang tidak menjadikan 
isu agama sebagai salah satu isu yang sentral. 
Pada pilpres sebelumnya pengaruh orientasi 
agama atau aliran, yang dioperasionalkan sebagai 
religiusitas Muslim pada pemungutan suara 
1999 dan 2004 menunjukkan hasil yang terbatas. 
Dalam istilah komparatif, data Indonesia tidak 
memberikan dukungan pada proposisi bahwa 
agama memberikan pengaruh penting pada 
perilaku memilih.16 

12 Lau, R. R., & Pomper, G. M. “Effectiveness of Negative 
Campaigning in U.S. Senate Elections”, 46, 2 (2002): 415–427.

13 Kleinnijenhuis, J., Van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. 
“Negative news and the sleeper effect of distrust.” Harvard 
International Journal of Press/Politics, 11, 2 (2006): 86–104.

14 Min, Y. “News Coverage of Negative Political Campaigns.” 
Harvard International Journal of Press/Politics, 9, 4 (2004): 
95–111.

15 Leonard, C. and Virginia, B. “Negative Campaign Advertising: 
Demolizer or Mobilizer?”, American Political Science Review, 
93 (December 1999): 891–899.

16 Liddle, R. W., & Mujani, S. “Leadership, party, and religion: 
Explaining voting behavior in Indonesia”. Comparative 
Political Studies, 40, 7 (2007): 832–857.
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Tidak ada satu pun pendekatan dalam studi 
perilaku memilih yang menjadi alasan utama 
untuk dijadikan rujukan untuk menjelaskan 
kemenangan seorang kandidat dalam kontestasi 
Pemilu.  Namun demikian melihat kondisi politik 
sekarang dan karakteristik masyarakat Indonesia 
saat ini, kemungkinan pendekatan sosiologis 
menjadi salah satu hal yang dominan dalam 
perilaku memilih masyarakat Indonesia dalam 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. 
Kampanye negatif yang bersubstansikan politik 
identitas bisa saja membawa dampak terhadap 
perubahan perilaku pemilih yang ada di sebuah 
wilayah provinsi dengan basis keagamaan yang 
kuat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif-empiris.17 Dalam penelitian empiris, 
argumen-argumen yang dihasilkan harus 
difalsifikasi oleh data.  Reviu Literatur atau 
Studi Pustaka digunakan dalam artikel ini sebagai 
metode penelitian. Tipe reviu yang digunakan 
adalah descriptive.  Literature Reviews memiliki 
dua bentuk: (1) reviu yang menyajikan latar 
belakang (background reviews) sebuah ilmu 
empiris, dan (2) reviu yang merupakan bagian 
yang berdiri sendiri (stand-alone reviews) 18. 
Perbedaan dari keduanya adalah, background 
reviews biasanya digunakan untuk dasar 
keputusan dalam pembuatan desain penelitian, 
menyediakan konteks teoretikal, atau identifikasi 
perbedaan antara literatur dengan kajian yang 
ingin dipenuhi19. Sedangkan stand-alone reviews 
bertujuan untuk memahami tubuh literatur yang 
ada melalui agregasi, penjelasan, atau integrasi 
penelitian yang telah dilakukan20.

17 Van Evera, Stephen, A Guide to Methods for the Students 
of Political Science. (NY: Cornell University Press, 1997); 
Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, 
and mixed methods approaches, 4th eds. (CA: Sage, 2014).

18 Trudel, M., Jaana, M., Kitsiou, S., & Pare, G. “Information 
& Management Synthesizing information systems knowledge : 
A typology of literature reviews”. Information & Management, 
52 (2015): 183–199.

19 Levy, Y., & Ellis, T. J. “A Systems Approach to Conduct an 
Effective Literature Review in Support of Information Systems 
Research”. Informing Science Journal, 9 (2006): 181–212.

20 Rousseau, D. M., Manning, J., & Denyer, D. “Evidence 
in Management and Organizational Science : Assembling 
the Field’s Full Weight of Scientific Knowledge Through 
Syntheses”. The Academy of Management Annals, 2, 1 (2008): 
475–515.

Dalam penelitian ini, literature review 
yang dilakukan adalah stand-alone literature 
review yang bersifat deskriptif. Dalam literature 
review model ini, penulis mencoba menjawab 
pertanyaan penelitian menggunakan penelitian-
penelitian yang ada dan menjadikan hasil-hasil 
penelitian ini sebagai secondary data untuk 
menopang argument yang ditawarkan dalam 
penelitian ini.21

Data mengenai ujaran kebencian dan 
berita hoax diperoleh dari database Badan 
Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI. Database 
ini berisi ujaran kebencian dan berita hoax yang 
dikumpulkan dari berbagai postingan di media 
sosial (Tweeter, Facebook dan Instagram) dan 
portal berita online. 

Pencarian data dalam akun media sosial ini 
dilakukan berdasarkan serangkaian kata kunci 
yang merujuk pada nama dan padanan kata dalam 
konteks isu-isu yang bertendensi ujaran kebencian 
dan berita bohong yang diarahkan pada dua 
pasang calon yang berlaga, yakni Joko Widodo, 
Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga 
S. Uno. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan sistem Intelligence 
Perception Analysis (IPA). Melalui system ini, 
semua postingan real time dari ketiga jenis media 
sosial dan media berita online yang memuat kata, 
frase dan kalimat yang sudah ditentukan akan 
langsung dibaca dan dipetakan secara otomatis 
dengan menggunakan kercerdasan buatan. 
Kecerdasan buatan ini sendiri didesain dengan 
menggunakan algorithma berbasis Natural 
Language Processing (NLP) yakni, Teknik 
komputasi untuk mengenali dan membaca bahasa 
alami (natural) manusia. Dengan Teknik-teknik 
ini, kita bisa mengidentifikasi kicauan netizen 
yang bersifat menyerang, pada siapa serangan 
itu diarahkan dan apa isu yang diangkat.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis 
menggunakan proses ini adalah data selama 1 
(satu) bulan sebelum hari pemungutan suara pada 

21 Paré, G., & Templier, M. “A Framework for Guiding and 
Evaluating Literature Reviews”. Communications of the 
Association for Information Systems, 37(2015): 112–137; 
Xiao, Y., & Watson, M. “Guidance on Conducting a Systematic 
Literature Review.” Journal of Planning Education and 
Reserch, 39, I (2019): 93–112.
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17 April 2019 yaitu periode 16 Maret sampai 
dengan 16 April 2019.

Pembahasan

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa 
pasangan calon Jokowi-Amin terpapar kampanye 
negatif berupa ujaran kebencian dan berita bohong 
yang lebih banyak dibandingkan pasangan calon 
Prabowo-Sandi. Hasil pemantauan dari 3 (tiga) 
platform media sosial twitter, facebook, dan 
instagram terhadap kampanye negatif yang 
menerpa masing-masing pasangan capres 2019 
terlihat bahwa isu politik identitas dan agama 
adalah salah satu yang terbesar dan menjadi “top 
of mind”. Isu agama terutama menerpa Jokowi. 
Data dari Indonesia Indicator menyebutkan, 
sekitar 23 percent dari jumlah ujaran kebencian 
dan hoax yang menyerang Jokowi di Tweeter 
berhubungan dengan isu agama. Proporsi yang 
sama juga terjadi di media sosial Facebook.22

Dari data yang didapatkan, Tweeter 
merupakan platform paling banyak digunakan 
sebagai media penyebaran ujaran kebencian dan 
berita bohong dengan jumlah 801 postingan. 
Facebook menempati posisi kedua sebagai media 
paling banyak menyebarkan ujaran kebencian dan 
hoax dengan jumlah 799 Sementara Instagram 
merupakan media paling tidak lazim digunakan 
sebagai penyebar ujaran kebencian dan hoax. 
Selama sebulan terakhir sebelum Pemilu Serentak 
2019, jumlah ujaran kebencian dan berita hoax 
yang menyebar dari media ini hanya berjumlah 
316.23  Pola unggahan di tiga platform juga masih 
merujuk pada ujaran kebencian dibandingkan 
dengan berita bohong.

22 Badan Pengawas Pemilu RI (2019).Pemantauan Hoax 16 
Maret-16 April 2019. Database Bawaslu.

23  ibid

Sumber: BAWASLU RI

Keterangan: kampanye negative ini meliputi semua 
ujaran kebencian dan hoax serta bentuk kampanye 
lainnya yang bersifat menyerang.

Berdasarkan hasil perbandingan kampanye 
negatif di media digital pasangan Jokowi-Ma’aruf 
Amin di media sosial (Twitter, Facebook, 
Instagram) berjumlah 1.191 dan media online 
berjumlah 3.654. Sementara kampanye negatif 
yang didapat kubu Prabowo-Sandiaga Uno 
cenderung lebih rendah, yaitu 725 yang diterima 
di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram) 
dan media online berjumlah 2.509. Meningkatnya 
ujaran kebencian dan berita hoax pada Jokowi, 
dari perspektif analysis media sosial memang 
sangat dimungkinkan mengingat di ranah virtual 
ini kekuasaan terdesentralisasi sedemikian 
rupa sehingga setiap orang punya keberanian 
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untuk melawan siapa pun. Berbeda dengan 
media konvensional dimana kekuasaan dalam 
menghasilkan konten ada pada editor, pada media 
sosial, kekuasaan itu ada pada pengguna langsung 
tanpa perantara editor. Pengguna berinteraksi 
dalam dunia tanpa filter. Disamping itu, dalam 
media sosial, siapa pun bisa menyerang siapa saja 
tanpa harus langsung berhadapan secara fisikal 
dengan lawannya. Ini semakin membuat orang 
semakin berani berperang di dunia virtual ini.24 

Dalam berbagai studi ditemukan bahwa 
yang membuat petahana sulit dikalahkan 
adalah karena petahana umumnya memiliki 
sumber daya ekonomi dan politik yang kuat 
yang memungkinkannya mengungguli lawan-
lawannya. Di antara sumber daya ekonomi politik 
ini adalah kemampuannya untuk mengendalikan 
media konvensional karena media konvensional 
dianggap media untuk mengendalikan narasi atau 
wacana publik. Karena itu, melawan seorang 
petahana yang memiliki kekuasaan di dunia nyata 
akan sangat sulit.25

Karena keunggulan-keunggulan di dunia 
nyata inilah, maka kekuatan oposisi atau lawan 
perlu mencari dunia alternatif untuk menantang 
petahana. Dengan fitur-fitur media sosial seperti 
disebutkan di atas, melawan petahana melalui 
media sosial menjadi pilihan yang rasional.  

Pertanyaannya kemudian adalah apakah 
serangan ujaran kebencian dan hoax di media 
sosial ini berdampak negatif pada suara 
Jokowi dan Amin pada pilpres 2019 lalu? Jika 
dibandingkan jumlah kampanye negatif di media 
digital terhadap Jokowi-Ma’aruf Amin dan 
Prabowo-Sandiaga Uno dengan hasil pemilu, 
terdapat relasi negative antara jumlah ujaran 
kebencian dan hoax terhadap Jokowi-Amin 
dengan proporsi perolehan suara Jokowi-Amin 
di berbagai daerah. Meskipun secara nasional, 
pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang cukup 
signifikan dibandingkan dengan penantangnya, 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan 
perolehan suara 55,5% versus 44,4% dari 

24  Allcott, H., Gentzkow, M. “Social Media and Fake News in 
the 2016 Election.” Journal of Economic Perspectives, 31, 2 
(2017): 211–236

25  Mayhew, David R. “Incumbency Advantage in U.S. 
Presidential Elections: The Historical Record”. Political Science 
Quarterly 123, 2 (2008): 201-228.

suara sah nasional, investigasi lebih dalam 
memperlihatkan bahwa sedikit banyaknya ujaran 
kebencian dan hoax atas pasangan Jokowi-Amin 
mampu menggerogoti suara pasangan ini di 
beberapa daerah. Sebagaimana diperlihatkan 
dalam grafik 3, semakin banyak ujaran kebencian 
dan hoax yang berkembang terhadap pasangan 
Jokowi-Amin, semakin kecil proporsi perolehan 
suara yang didapat. Relasi yang negative ini 
sedikit banyaknya mengindikasikan bahwa 
kampanye negative di media sosial dan media 
online cukup mampu menurunkan simpati 
pemilih pada Jokowi-Amin dan menggerogoti 
dukungan pemilih Jokowi-Amin di beberapa 
daerah. 

 

Dari hasil perolehan  suara setiap provinsi 
antara tahun 2014 dan 2019, terlihat perubahan 
yang signifikan, khususnya di beberapa daerah 
yang sifat kesukuan dan agamanya kuat seperti 
Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, NTB 
dan Sulawesi Selatan. Bila dikaitkan dengan 
pendekatan sosiologis yang ada dalam perilaku 
memilih isu politik identitas akan cepat menjadi 
konsumsi pada wilayah-wilayah yang secara 
sosiologis adalah provinsi dengan pemahaman 
atau kehidupan agama yang kuat. 

Ujaran kebencian dan hoax yang menyerang 
Jokowi menjadi isu utama bagi pemilih atau 
masyarakat terutama di wilayah Provinsi yang 
keIslamannya kuat seperti di Provinsi NAD, 
Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa 
Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan dimana 
perolehan suara Jokowi kalah dengan selisih yang 
besar disana. Namun sebaliknya Jokowi-Amin 
unggul di provinsi yang penduduknya mayoritas 
bukan beragama Islam seperti Provinsi Papua, 
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Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 
mayoritas kristen dan Bali, yang mayoritas 
Hindu, dengan selisih kemenangan yang cukup 
besar dari pesaingnya. 

Menguatnya pengaruh ujaran kebencian 
dan hoax di daerah-daerah yang keislamannya 
kuat ini dikarenakan isu-isu utama dalam ujaran 
kebencian dan hoax ini adalah isu-isu agama.26 
Dan di daerah-daerah dengan keislaman yang 
kuat isu agama sangat menentukan pilihan politik 
mereka.27  

Menurut pendekatan sosiologis kampanye 
politik pada pemilu memiliki dua efek, yaitu  
memperkuat pilihan dan memotivasi para swing 
voters. Kecenderungan ini dikaitkan dengan tiga 
jenis karakteristik sosial: (1) status kelas sosial 
warga negara; (2) identifikasi terhadap ras atau 
agama; dan (3) demografi wilayah negara tempat 
tinggal seorang warga pedesaan atau perkotaan. 
Maka jika dilihat dari hasil suara yang didapat 
terlihat bahwa identifikasi terhadap agama 
cukup kuat mempengaruhi pilihan masyarakat 
khususnya yang bermukim di daerah tingkat 
keislamannya tinggi. 

Di Provinsi Aceh agregat pengurangan 
suara Jokowi-Ma’Aruf Amin mendapatkan 
angka terbesar yakni 509.121 suara, sedangkan 
Prabowo-Sandi mendapatkan penambahan suara 
yang cukup signifikan yaitu 1.311.456 suara. 
Daerah lainnya di Pulau Sumatera yaitu di 

26  Badan Pengawas Pemilu RI (2019)..,

27  Arif, Sirojuddin, Afrimadona, dan Ronnie R. Nataatmaja 
“Does Social Capital Increase Religious Voting? Evidence 
from Indonesia”, Paper Presented at Midwest Political Science 
Association Conference. Chicago,IL: 6 April 2018.

Provinsi Sumatera Selatan Jokowi-Ma’aruf Amin 
mendapatkan pengurangan suara 131.537 suara, 
di Provinsi Sumatera Selatan Jokowi-Ma’aruf 
Amin juga mendapatkan pengurangan suara 
84.062 suara. Di Pulau Jawa, penurunan suara 
yang signifikan juga didapatkan oleh Jokowi-
Ma’aruf Amin di Provinsi Banten sebanyak 
655.147 suara. Di daerah lainnya, Sulawesi 
Selatan penurunan suara Jokowi-Ma’aruf Amin 
cukup signifikan 919.435 suara. 

Menurut penulis, penurunan suara Jokowi 
terutama di daerah-daerah dengan keislaman 
yang kuat ini bisa diduga karena ujaran kebencian 
dan hoax yang berbasis agama yang sangat 
kuat di daerah-daerah ini. Sebagaimana yang 
ditemukan dalam survei nasional Lembaga riset 
opini publik Populi Center yang dirilis Januari 
2019 lalu, masyarakat yang cenderung terpapar 
dan percaya dengan hoax dan ujaran kebencian 
terhadap Jokowi cenderung untuk tidak mau 
memilih Jokowi (lihat grafik 5). Lebih jauh, 
mereka yang percaya bahwa Jokowi anti-Islam 
sangat tidak mau untuk memilih Jokowi dan lebih 
cenderung mengalihkan dukungan mereka pada 
Prabowo (lihat grafik 6)
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Survei Populi Center juga menemukan 
bahwa tingkat religiusitas menjadi variable 
penting yang mempengaruhi relasi antara 
keyakinan seseorang terhadap hoax atas diri 
Jokowi dengan kencenderungan dia untuk 
memilih Jokowi. Sebagaimana diperlihatkan 
oleh Grafik 7 berikut, semakin tinggi tingkat 
religiusitas seseorang, semakin besar pengaruh 
hoax terhadap kecenderungan dia untuk memilih 
Jokowi. Bagi responden (pemilih) yang sangat 
taat, hoax atas diri Jokowi akan membuat 
kecenderungan dia untuk memilih Jokowi jauh 
lebih kecil dibandingkan dengan responden yang 
taat atau tidak taat. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa hoax terhadap Jokowi, terutama isu 
“Jokowi Anti Islam” yang tersebar di media 
sosial memberikan efek yang cukup signifikan 
bagi perilaku memilih masyarakat Indonesia 
pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat 
di daerah-daerah dengan tingkat keagamaanya 
tinggi. Sebagaimana juga terlihat pada Grafik 8 
berikut, pengaruh hoax atas diri Jokowi terutama 
cukup kuat di daerah dengan basis keislaman 
yang kuat seperti Sumatera, Sulawesi dan NTB. 
Namun, untuk daerah-daerah dimana konstituen 
non-muslim mayoritas seperti Bali dan NTT 
(dengan pengecualian Maluku dan Papua), hoax 
atas diri Jokowi hampir tidak ada (kalau pun ada 
tidak memiliki pengaruh).

Meskipun pengaruh kampanye negative 
(termasuk bentuk kampanye hitam seperti hoax 
dan ujaran kebencian) terhadap perilaku politik 
cukup besar di daerah-daerah dengan identitas 
etnis dan keagamaan yang kuat, secara agregat 
nasional kampanye negative masih memiliki 
pengaruh yang terbatas. Ini diindikasikan dengan 
kemenangan Jokowi-Ma’aruf Amin pada Piplres 
2019 ini meskipun pasangan ini mendapat 
serangan ujaran kebencian dan hoax lebih banyak 
dibandingkan penantangnya. 

Pertanyaannya selanjutnya yang muncul 
adalah bagaimana kita melihat keterbatasan 
pengaruh kampanye hitam secara nasional ini. 
Jika kampanye hitam tidak bisa bekerja efektif 
di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas 
yang tinggi dan identitas etnis dan agama yang 
kuat, apa faktor penting yang mempengaruhi 
perilaku memilih mereka? Menurut penulis, 
bisa jadi faktor sosio-psikologis menjadi faktor 
yang mempengaruhi masyarakat di sebagian 
besar wilayah-wilayah ini. Pendekatan ini 
menawarkan identifikasi partai yang diartikan 
sebagai keterikatan psikologis dengan salah 
satu partai politik. Hal ini berarti seseorang 
yang bukan anggota partai politik (masyarakat 
biasa) memiliki ketertarikan dengan tokoh politik 
bukan saja berdasarkan status kelas, ras, atau 
agama, tetapi juga karena identifikasi partainya. 
Identifikasi partai ini memiliki dua karakter 
yakni arah dan kekuatan. Arah diartikan seperti 
golongan partai, sedangkan kekuatan adalah 
intensitas ketertarikan sesorang terhadap tokoh 
politik.
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Hal ini terlihat jelas pada hasil rekapitulasi 
suara di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Di Provinsi Jawa Tengah suara Jokowi-Ma’aruf 
Amin meningkat 3.866.051 dan di Provinsi Jawa 
Timur meningkat 4.562.355. Walaupun penduduk 
di Provinsi Jawa Tengah mayoritas beragama 
Islam namun wilayah tersebut merupakan 
basis pendukung Partai PDIP yang menjadi 
pengusung Jokowi-Amin. Demikian pula dengan 
provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah basis 
pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
salah satu partai politik pengusung Jokowi-Amin. 
Di provinsi ini Jokowi juga memperoleh suara 
yang lebih besar dari pesaingnya.

Dari sisi kekuatan Jokowi-Amin sangat 
kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur 
karena Jokowi berasal dari Solo, Jawa Tengah 
dan Ma’aruf Amin adalah Tokoh Organisasi 
Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) yang 
perkembangannya sangat masif di wilayah Jawa 
Timur.

Dengan demikian, untuk memahami perilaku 
politik masyarakat Indonesia pada umumnya, 
kita perlu melihat beberapa aspek dan tentu saja 
kampanye menjadi bagian penting dari aspek itu.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kampanye negatif atau lebih tepatnya kampanye 
hitam berupa ujaran kebencian dan berita 
bohong telah menyerang semua pasangan calon 
yang berkontestasi pada Pilpres 2019. Selain 
menggunakan media mainstream, kampanye 
negatif dilakukan dengan menggunakan media 
sosial. 

Jokowi-Amin secara umum lebih banyak 
mendapatkan kampanye negatif dibandingkan 
penantangnya, Prabowo-Uno. Serangan terhadap 
Jokowi-Amin ini terjadi baik di media sosial 
maupun dalam berita online. 

Hasil penelitian ini juga menemukan 
bahwa kampanye negatif dengan isu agama 
dan politik identitas sedikit banyaknya mampu 
merubah perilaku pemilih sosiologis di wilayah 
dengan kondisi kehidupan masyarakat yang 
kental dengan nuansa keislaman. Namun 
demikian, kampanye negatif dan hitam ini kurang 
memberikan pengaruh di wilayah atau provinsi 

yang perilaku memilihnya lebih didasarkan pada 
pertimbangan psikologis, yakni kedekatan pada 
partai politik pengusung paslon capres 2019. 

Meskipun demikian, secara agregat nasional, 
kampanye negatif dan hitam ini tidak dapat 
meruntuhkan dominasi politik Jokowi-Amin 
di mata pemilih Indonesia. Secara nasional, 
perolehan suara pasangan ini tetap lebih tinggi 
dari pesaingnya. Ini mengindikasikan bahwa 
dalam beberapa hal pemilih tetap berpikir 
rasional dan berhati-hati dalam menyaring 
informasi. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi 
teoretik yang cukup jelas bahwa kampanye 
negatif dan hitam hanya mampu mempengaruhi 
perilaku memilih ketika faktor-faktor sosiologis 
seperti identitas etnis dan relijius berperan dalam 
menentukan preferensi politik pemilih. Dengan 
kata lain, faktor sosiologis merupakan antecedent 
variable dalam relasi antara kampanye hitam 
dan perilaku memilih. Secara empirik, hasil ini 
juga memberikan dukungan ilmiah lebih lanjut 
bagi studi-studi terdahulu mengenai relasi antara 
kampanye negatif dengan perilaku politik.28 

Dari perspektif kebijakan,  kampanye 
negatife dan hitam jelas memiliki dampak yang 
cukup buruk bagi demokrasi. Kampanye negatif 
akan dapat membuat pemilih apatis terhadap  
pemilu dan ini tentu saja akan  menurunkan 
minat mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. 
Secara umum, pada akhirnya kampanye hitam ini 
dapat mendelegitimasi hasil pemilu dan proses 
demokrasi di negeri ini.
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